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BAB III 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam 

kasus sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap 

kegiatan pertambangan emas illegal di Kabupaten Kotawaringin Timur belum 

berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui 

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, UPT Dinas Pertambangan dan 

Polres Kotim telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi 

pertambangan emas ilegal seperti sosialisasi, penertipan sampai dengan 

penangkapan terhadap pelaku kegiatan pertambangan ilegal. Akan tetapi upaya 

yang dilakukan belum optimal masih banyak kegiatan pertambangan emas 

ilegal yang terjadi di Kotim. 

Upaya penegakan hukum yang belum optimal, dapat disebabkan karena 

adanya hambatan-hambatan seperti perlawanan yang begitu kuat dari pelaku 

pertambangan, kurangnya koordinasi yang baik antar lembaga terkait, 

terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi, kurangnya aparat 

untuk melakukan pengawasan serta kurangnya keseriusan aparat penegak 

hukum untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan pertambangan 

emas ilegal 
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B.   Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1.   Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan 

sosialisasi secara terus menerus mengenai Perda Kabupaten 

Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 dengan cara 

penyampaian yang mudah dipahami oleh Pelaku tambang. 

2.      Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan sosialisasi 

kepada pelaku pertambangan illegal mengenai pentingnya sebuah 

perizinan bagi setiap pelaku pertambangan baik rakyat biasa maupun 

pemilik modal dan tatacara (prosedur) pengurusan izin serta biaya 

pengurusan yang harus dikeluarkan , dan termasuk membuka pengurusan 

izin ke wilayah yang susah dijangkau.  

3.    Pelaku kegiatan pertambangan emas ilegal harus melakukan 

pengendalian terhadap lingkungan dengan sangat baik, kegiatan 

pertambangan yang dilakukan bukan hanya untuk menguntungkan pelaku 

pertambangan tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan 

masyarakat lain yang bukan pelaku penambangan.  

4.       Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui aparat 

penegak hukum dan Dinas terkait perlu lebih serius dan tegas dalam hal 

penegakan hukum terhadap semua kegiatan pertambangan emas llegal 
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yang ada di Kabupaten Kotim . Jika kegiatan pertambangan emas ilegal 

tetap dilalukan tanpa pengawasan dan pengelolaan yang baik maka akan 

menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang 

parah. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan kerugiaan terhadap 

masyarakat Kabupaten Kotim. 
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